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ABSTRAK

Nama : Tatu Yuni Septiani, NIM : 161120041, judul skripsi : Analisis
Batasan Kewenangan Kepala daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah seluas-luasnya. Kepala daerah yaitu gubernur untuk kepala
daerah wilayah provinsi dan bupati/wali kota untuk kepala daerah
kabupaten/kota mempunyai tugas, wewenang dan juga kedudukan sebagai
kepala daerah, namun disamping itu gubernur dan bupati/wali kota juga
mempunyai batasan kewenangan dalam mengatur daerah otonomnya yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Rumusan masalah : 1) Apasaja kewenangan Kkepala daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
daerah ? 2) Bagaimana kewenangan kepala daerah dalam mengatur daerah
otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah?

Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui kewenangan kepala daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah. 2) Untuk mengetahui batasan kewenangan kepala daerah mengatur
daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode
penelitian kualitatif yang menggunakan data-data akurat yang berhubungan
dengan masalah ini yaitu dari referensi buku-buku dan undang-undang serta
buku-buku non hukum lainnya yang terkait dengan gubernur dan bupati/wali
kota sehingga keabsahan data dapat diukur untuk dijadikan analisis sesuai
dengan perumusan masalah yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Terdapat beberapa
kewenangan kepala daerah dalam mengatur daerah otonom dan juga ada 10
poin larangan kepala daerah didalam undang-undang nomor 9 tahun 2015
tentang pemerintah daerah namun pada nomor 10 dikecualikan apabila dalam
keadaan pengobatan yang bersifat mendesak. 2) diharapkan adanya
penambahan peraturan yang membahas tentang batasan kewenangan untuk
gubernur dan bupati/wali kota yang terpisah dan lebih spesifik dalam
peraturan perundang-undangan.
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MOTTO

“Sesumgguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.SAr-Ra’d: 11)

)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.’

(Q.S An-Najm : 39)
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